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WALIKOTA TUAL

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR oS TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KOTA TUAL

Menimbang

Mengingat:

WAUKOTATUAL,

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tual
Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan, perlu disusun Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbanqan huruf a di atas, perlu
ditetapakan dengan Peraturan Walikota Tual.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat IT dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4747);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

13.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Seri
D).

14.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



15.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2011
Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2011;

16.Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA TUAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah OtDnom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kota Tual
dan memiliki Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

2. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan tanggung jawab Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Kota adalah Kota Tual;

6. Walikota adalah Walikota Tual;

7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRDKota Tual;



9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Carnat sebagai Perangkat Daerah Kota
Tual;

10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan;

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya
disebut BPHTB.

12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah.

18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawa bkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBDpada unit kerja SKPD.

19. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTBterutang dari Wajib Pajak.

20. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah oan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.



21. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB,yang selanjutnya disingkat SSPD
BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah danjatau bangunan.

22. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu
pihak ke pihak lain.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal2
(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian

proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan;
b. prosedur pembayaran BPHTB;
c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB(SSPDBPHTB);
d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan;
e. prosedur pelaporan BPHTB;
f. prosedur penagihan;
g. prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah danjatau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur
penyiapan rancangan akta pemindahan hak etas tanah dan/atau bangunan
sekaligus penghitungan besar BPHTBterutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTBsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan SSPDBPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi
yang dilakukan SKPKDatas kebenaran dan kelengkapan SSPDBPHTBdan
dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah danjatau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur
pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta
oleh PPAT.



(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTBdan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah
BPHTB,SKPDKurang Bayar BPHTB/SKPDKurang Bayar Tambahan BPHTB,
dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf 9 adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan
atas pengajuan pengurangan BPHTByang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal3
(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini
Dinas Pendapatan harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan, dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Penetapan

dan Pendataan;
b. fungsi data dan informasi, dilaksanakan Bidang Perencanaan Penetapan

dan Pendataan Seksi Perencanaandan Pendataan; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan, dilaksanakan oleh Bidang Penagihan

dan Penerimaan Pendapatan.
(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas

melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan
pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal4
(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang
sesuai peraturan perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas
objek pajak yang haknya dialihkan.



PasalS
(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal6
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTBterutang dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib

Pajak melalui Bank atau Tempat lain yang Ditunjuk atau Bendahara
Penerimaan pada Dinas Pendapatan.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan (Bidang

Perencanaan, Penetapan dan Pendataan).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPDBPHTB;dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPDBPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pemeriksaan lapangan.

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal8
(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran

pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
(2) Dinas Pendapatan dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang

Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak
(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal9
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Bidang Penagihan

dan Penerimaan Pendapatan.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi

penerimaan BPHTBsebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasall0
(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTBberdasarkan

dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau
PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB
dari Bank yang Ditunjuk! Bendahara Penerimaan paling lambat pada
tanggal10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasalll
(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTBterutang yang belum

dibayar oleh Wajib Pajak.
(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksajika diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal12
(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada

Fungsi Pelayanan Bidang Perencanaan, Penetapan dan Pendataan untuk
diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BABIV
FASILITASI

Psaal13
1. Kepala Dinas Pendapatan melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan

Walikota ini.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup

mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-Iampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan
peraturan Walikota ini.

Pasal14
Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan
Walikota tersendiri.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual

Ditetapakn di Tual
Pada tanggal Februari2011

Diundangkan di Tuai
Pada tanggal Februari 2011

SEKRETARIS DAERAHKOTATUAL

c:

Hi. ALl WAFIE RAH

BERITADAERAHKOTATUAL TAHUN 2011 NOMOR



PENlELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

I. PENJELASANUMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat
penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah
penerimaan Daerah yang berasaI dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu
harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah
dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hat peyediaan
pelayanan kepada masayarakat dapat semakin meningkat.

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu
disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Walikota ini diatur secara jelas dan
tegas mengenai ruang Iingkup, sistem dan prosedur pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Disamping itu, juga
diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

H. PASALDEMI PASAL

Pasal 1 sjd pasal 15 : cukup jelas

TAMBAHANBERITADAERAHKOTATUAL NOMOR Q069



LAMPlRAN I PERATURANWALIKOTA TUAL
NOMOR oB TAHUN 2011
TANGGAL OS FEBRUARI 2011

PROSEDURPENGURUSANAKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai

dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau

bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak

yang menyiapkan fonn SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa

kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen

dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak

atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini

Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung

terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.



2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas
Pendapatan.

Dinas Pendapatan, adalah pihak yang mempunyai otoritas dalam

pengelolaan keuangan daerah, yang secaraorganisasi dapat berbentuk

Dinas Pendapatan Daerah. Dalam prosedur ini, Dinas Pendapatan

Oaerah berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam

menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB(SSPOBPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung

BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat

menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT

bertugas dan berwenang untuk:

memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor

Bidang Pertanahan;

- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan;dan

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah

wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan

menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek

pajak.

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS

Lanqkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)

menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau



bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi

penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak.

Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,

surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya

pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokurnen ini

juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT.Wajib Pajak

menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPATdilampiri dengan

dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Lanqkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan

akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung

yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT

kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada

KepalaKantor Bidang Pertanahan.

Lanqkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan

menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan

objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek

pajak kepada PPAT.

Lanqkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan



membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika

diperJukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan

melakukan observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas

tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT

kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB(SSPDBPHTB)dari Dinas PendapatanDaerah.

Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi,

maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi

informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi

yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh

Wajib Pajakdigunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak

yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6

lembar, dengan perincian sebagai berikut:

~ Lembar 1:



Untuk Wajib Pajak.
~ Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.
~ Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.

~ Lembar4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.

~ Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

~ Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjukf Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi

kepada Wajib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi

dari PPAT.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROlEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1

( SSPD-BPHTB ) Unluk Wajib PajSl

BERRlNGSI SEBAGAI SURAT PEIlBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Logo_rtaho-m PAJAK BUll DAM BAMGUNAM (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAH DAERAH
~: Bacalah peturjlAtpengisi.n pad. halaman belakang I•••••••. n terlebih dahuu.

A. 1. N..". Wajib Pajalc W ~ U UL 11J I I I I
2.NPWP:

3. AlamatWajb Pajak:

4. KeurahafV1)esa: 5. RfIRW: 6.Kearnatan:

7. Kalx4JaterYKota: 8. Kode Pos:

B. 1. Ncmor Objek Pajak (NOP) PIll: C =rJ [r::J c:== ::::IIJ I 0
2. Letak tanoh dan atau bang..,an:

3. KeurahafV1)esa: 4. Rf/RW:

5. Keaornatan: 6. KabupaterYKota:

FenghiunglOl NJOP PB8:

LUBS NJOP Pff3! m'
Luas x NJOP PBB! m'Ur «! an (Disiluast~~hdlllllJQubOlllglfl,," rang (Oirs; ~=,:.rrJ:J:I:lhlll .Ja1It1YlJ

haknya dj?eroeh )

Tanah (bllT'li) 7 rn' 9 Rp 11 Rp
"Q.",., 7x

Blng..,IOl 8 rn' 10 Rp 12 Rp
q"8)(~1O

NJa'PB8: 13 Rp
OIIlgMl1 .• ang~ 12

15. Janisperolehanhal"lIast"'" dlOl ataublOl~: DJ 14.H"'llatransaks I Nilai pasar. IRp I
16. N anor Se llifi<at :

C. AKUMULASI NllAI PERa.£HAN HAK SEBEW!ofjYA I Rp

D. PENGi ITUNGAN BPHTB( Hanyadiisi belli ••••• .., peng,ilmganWajb Pajlk)

1 . Nilai Petcehan Cb jek Pajak ( N FUP) memperhBti/a1 rilsi pad. B. 13., 8.14., don C 1 ~ Rp

2. Nilai Perelehan Cbjek Pajak Tidak Kena Paj.k ( NPOPTKP ) memperlJalikan rrlsi pad. C 2 ~ Rp

3. Niloi Perolehan Cbjek P.jak Kona Paj.k( NPOPKP) ~,-.ngw2 3 ~ Rp

4. Bea PerolehlOl Hak atas Tanah dan BangJnan )8119 telUtang Sl6ungw3 4 ~ Rp

E. JlITlioh SoIoran berdasali<an:

I a. Pengti!lJ1gan W';b Pajak

I b. STPD BPHTBI 9<PDB KURANG BAYARI SKPOO
KURAHG BAYAR TAPoIlAHAH .) Nanor: Tanggat

C c. PengU'IOlgan dihitmg sm; menjadi: I % beld ••••. Peraturan K!)j No: .

I d ..

JUMLNi YANG ClSETOR (dengan angka): (dengan huruf):IRp I
(blnl'Slrlampelfillnglll D4dill p'18ndiE)

.) C4rely"'g'<*Ie pe'"

.............. ,t~ ...................... MENGETAHUl : ClTERlMA Ol£H: T elah lMeriikasi:
MJIB PAJAK/PENYElOR Pf¥IT/~1R5 TEM'AT PEMBIIYARIH BPHTB DtNAS PENDAPATAN

Tanggal:

••••••Ie"ll<~den'-''''9''' NemalEng<ap,ste~, d•.• mda B1~ Namal81glo:ap.ge~, cB'l11Jlda !8"lQiln ~ma 1er9:~, slempel,danlandal8r'(l81

Hanya dill dth NomorDolunen: W W ~ ~ptt"C_ PSP[foCA

CD CD rr= DID 0NOP PBB beru :

Lembor lA1- Wab Paiak



"i~ 1-,<, , .]
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar2
Untuk PPATlNotaris

( SSPD-BPHTB ) sebagai ars~

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAi(L___

PAJAi( BUIII DAH BAHGUNAH (SPOP PBB)

OINAS PfHDAPATAN DAERAH
PERHATIAN: Bacaah peIu~uj(pengisian pada haaman beakang lerrtla iri ta1ebih dahuu.

A 1. Nama W~ib Pajak: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2. NPWP: L-LJ I I I I I I I I I I I I I I I I I
3. .6Jamat Wajib Pajak:

4. Ka urahanlDesa: 5. RTIRW: 6.Kecamalan:

7. KabupatenlKola: 8. KodePos:

B. 1. Norror ClJjak Pajak (NOP) PBB: IT] IT] I I I I I I I I I I I I I I I I I D
2. Lelak lanah dan atau banqunan:
3. Ka urahanlDesa: 4.RT/RW:
5. Kecarnatan: 6. KabupatenlKota:

Penahitunaan NJOP PBB:
Luas NJOPPBBIm2 loos x NJOP PBBIm2Uraian {a;,;iI"~~~_ (a;,;~,,;:rl='tI':'.r-

Tanah (burri) 7 m2 9 Rp 11 Rp ondr.7x~9

Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp .".".h_'O
NJOPPBB: 13 Rp ,••• 11+.,..,2

15. Jenis perdehan hak atas tanah ciIJl atau bangunan: CD 14. Harga transaksi IlIiai pasw: IRp I
16. Noma Sertifikat :

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp

D. PENGHITUNCAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarl<anpengtitulgan Wajib Pajak )

1. Niai Perdehan Dqak P~ak ( NPOP) memperhafikan filai pada 8.13., 8.14., dan C 1. Rp

2. Niai Perdehan Dqak Pajak TIdak Kena Pajak ( NPOPTKP ) mempemafikan nilai pada C 2 • Rp

3. N~ai Peraehan Dqak Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) ItnJ<Bl-IiIIfI<B2 3 • Rp

4. Bea Perdehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang I 5'''IiIIfI<B3 4 • Rp

E Jumah Seloran berdasaOOln:

D a Pengtitungan W~ib P~ak

0 b. STPD BPHTBI SKPDB KURANG BAYARI SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN '1 Nomor. TaIl!lQal:

0 c. Pengurangan ditilung sendiri me~adi: DJ% berdaslr" Peraturan KDH No .. ........ _ ..... ..... ......... ............

D d ....

JUMLAH YANG DISETOR (deIlgan angka): (dengan hUrul):

IRp I
(beniBsBrlaJn pethlungan D4 dBn pilllan di E)

'H, tS!. MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Te/ah Diverifikasi:
WAJIB PAJAK I PENYETOR PPATlN:lTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DlNAS PENDAPATAN

Tanggal:

l&na~cIan_t"'!l'"1 I&na~, stempeI,dan_!an;lan I&na 1019<01', stempeI,clan_ tangan I&na ~,stempeI, clan_!angIn

IlonylIdlIsIofeh

~

Norror Dakumen: CD CD o::IIl o::IIl [IT]
p4uDaJXSP(~

CD CD [IT] [IT] [IT] o::IIl DNOP PBB baru :



==================~~==============~]

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

• Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib
Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar
ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar
keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima
diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Bendahara
Penerimaan.

• Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
• Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan

hak atas tanah dan/atau bangunan.
• Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan

atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.
CARA PENGISIAN:
HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam
SPPTPBBatas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang
haknya diperoleh.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB
atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat
terjadinya perolehan dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada
SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat Keterangan NJOP
PBB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan yang wilayah
kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang
tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan
sebagai berikut:



Jenis Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
Perolehan

Hak
- -Pemasukan dalam 06 -Pemekaran Usaha 12
Pemindahan 01 perseroan /badan 07 -Hadiah 13
Hak 02 hukum lainnya 08 - Perolehan hak 14
- Jual Beli 03 -Pemisahan hak yang 09 Rumah Sederhana 15
- Tukar 04 mengakibatkan 10 Sehat dan RSS 16
Menukar 05 peralihan 11 melalui KPR 17
- Hibah -Penunjukan pemberi bersubsidi *)
- Hibah dalam lelang -Pemberian hak baru
Wasiat -Pelaksanaan -Pemberian hak baru
- Waris putusan hakim yang sebagai kelanjutan

mempunyai pelepasan hak
kekuatan hukum -Pemberian hak baru
tetap diluar pelepaasn hak

-Penggabungan
usaha

-Pelebaran usaha

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH)
sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan
pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui
Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya
mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992
tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan
bersangkutan.

HURUF C Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah
diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan
lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.

HURUF D Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan
Bangunan (BPHTB) oleh WP. Dalam hat SSPD BPHTB digunakan untuk

=



setoran berdasarkan STB/SKBKB.5KBKBT sebagairnana huruf D.b atau
berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi /
nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka
NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal
WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka
NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi
sebelumnya belum pemah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai
penjumlahan dengan akumulasi ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota
yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (informasi mengenai
besarnya NPOPTKPdapat diperoleh melalui DISPENDA setempat)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan
tarif pajak sebesar SOlo (sesuai Pasal Perda No Tahun )

HURUF E Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan
dasar seorang WP melakukan setoran pajak
Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C
Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di

huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB
(STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tqnah dan
Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
(SKBKBT)

Huruf c. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan
pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi
dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan
huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK
Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.



BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG OISETOR diisi memperhatikan HURUF 0-4 dan
pilihan pada HURUF E.

• Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan 0-4.
• Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b
• Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan 0-4 dikalikan dengan

prosentase yang dinyatakan di E-c
• Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d

Jumlah setoran terse but diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian
yang diarsir).

Catatan Oalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap
mengisi SSPO BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada
bagian JUMLAHH SETORAN. SSPO BPHTB nihil cukup diketahui oleh
PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP
tidak perlu ke Bank Yang Oitunjuk / Bendahara Penerimaan).
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LAMPlRAN II PERATURANWALIKOTA TUAL
NOMOR 08 TAHUN 2011
TANGGAL 0<; FEBRUARI 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH
PENERIMA HAK TANAH DAN/ ATAU
BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTBoleh penerima hak tanah danjatau bangunan

merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTBterutang

melalui Bank yang Ditunjukj BendaharaPenerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran

dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang

Ditunjuk atau secara tunai melalui BendaharaPenerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTBterutang atas

perolehan hak atas tanah danjatau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Fungsi Pelayanan (Bidang

Perencanaan, Penetapan dan Pendataan)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan

membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjukf Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTBterutang dari Wajib

Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjukj Bendahara Penerimaan

berwenang untuk:

menerima pembayaran BPHTBterutang dari Wajib Pajak;



rnerneriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

rnengernbalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;

rnenandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan

rnengarsip SSPD BPHTB lernbar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS

langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelurnnya, Wajib Pajak akan rnenerirna Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB rnerupakan

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk rnelakukan pernbayaran atau

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tern pat lain yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk rnelaporkan data perolehan hak atas tanah

oan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lernbar, dengan perincian

sebagaiberikut:

• Lernbar 1:
Untuk Wajib Pajak.

• Lernbar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.

• Lernbar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai larnpiran permohonan pendaftaran.

• Lernbar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai larnpiran perrnohonan penelitian SSPD BPHTB.

• Lernbar 5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk! Bendahara Penerirnaan sebagai arsip,

• Lernbar 6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk! Bendahara Penerirnaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pernbukuan/Pelaporan.

Sebelurn digunakan dalarn proses pernbayaran, Wajib Pajak dan PPAT

rnenandatangani SSPD BPHTB tersebut.

langkah 2

Wajib Pajak rnenyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk! Bendahara

Penerirnaan. Pada saat yang bersarnaan, Wajib Pajak kernudian rnernbayarkan

BPHTB terutang rnelalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerirnaan.



Langkab 3

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang

pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk/Bendahara

Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima

dari Wajib Pajak.

Langkab 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan rnenandatangani SSPD BPHTB. Lembar

5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkab 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu

permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DISPENDA Bidang

Perencanaan, Penetapan dan Pendataan.

=
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 5

( SSPD-BPHTB ) UnltJ<: Bar/( Yang Difunu
Bendahara Penerimaan

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEIIBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Logo ,,- •• riltlh D• ..., PAJAK BUIII DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PERHATIAN: Bacalah petunjukpengisan pada halilman belakang lembar ili lerlebih dehuu.

A. 1. Nama Wajib Pajak W ~ U .u. llJ I I I I
2.NPWP:

3. Alamat Wajb Pojak:

~ekJrahan~~ ___________ 2~~W: ______ 6.Kecamatan:

7. KabupatenlJ(oto: 8. Kode Pos:

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: C IJ I I I I I I I I 0
2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. KekJraha~e.a: 4. RTlRW:

5. Kecamatan: 6. KabupatenlKota:

Penghtungan NJOP PBB:

L U8 S NJOP PIE I m2
L "B$X NJOP PBB 1m2Ur e i e n ( Disiluastanrlhdan,_ ubangunan rang (Dji;ib:::oa::!n~:'l~~uhune1adt1,a

hli¥.lIya dpe roen )

Tanah ( bumi ) 7 m2 9 Rp 11 Rp
ano/(a 7xan /(19

Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp
angfe 8)( angb 10

NJOP PBB: 13 Rp
iflQIlI1 f+angki 12

15. Jenisperolehan hak ••• tanah dan atau bangunan: IT] 14. H arga transaks I Nilai pasar IRp I
16. Nom., Sertili<al:

c. AKUMULASI NILAI PERQEHAN HAK SEBELUMNYA I Rp

D. PEN GHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi bard•• ,""., penlt>itJnganW~b Pajak)

1. Nilai Perolehon Objek Pajak (NPOP) memperh.6kan nila; pad. B.13 .• B.14 .• dan C 1 ~ Rp

2. Nilai Perolehan <lJjek Pajak Tidak Keno Pajok( NPOPTKP) memperha6kan nUaipada C 2 ~ Rp

3. Nilai Perolehan <lJjek Pajak Kona Pajak ( NPOPKP ) angle l-arr;l<a 2 3 ~ Rp

4. Bea Perolehan H ak atas Tanah dan Bangunan yang terutang !1l6ullf1<B3 4 ~ Rp

E. Jumlah Setoran berdasarkan:

r a. Penghilungan Wajb Pajak

I b. STPDBPHTBI SKPDB KURANG BAYARISKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN .) Nomor: Tangg.t

C c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: I'll. berdasar Peraturan KDH No: ............. - .... ... __ ............ ...................

r- d..

JUML'*i YANG DlSETOR (denaan anqka); (dengan huruf):

IRp

(bettl as arl<an pertitllJg., D4 dan Ii'''n di E)

*) C~t ylltJg Icbk p.1iJ

..............• tgl.. MENGET AHUI: DlTERIMA OLEH: T elah Diverilikasc
WAJIB PAJAK I PENYETOR PPATI NOTARIS TEMPAT PEMBflYARNi BPHTB DtNAS PENDAPATAN

TanggaJ:

-------------------
Nameler9:8P..,1"8 ta-tgen Nemalengkap, slempel,dEllende hngan Namalen~ap, gempel, dwllaMa tangs n Name 1e198p,slempel, dIInlMdat •.. gWl

Hanya efl,1 oIeh I NomorDokumen: W W I I ~pttugu OPPlasfIDlDA

CD CD rr= ITIIJ DI NOP PBB baru :
lembar 5.6 - S.,k VanIJ Dluni.JklBend., sra Penerinaan



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 6

( SSPD-BPHTB )
Unluk Bank yang

dturjukJBend!hara
enerimaan sbg laporan ~

BERAJNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DPPKAD
LogoPonwrirUhD_ PAJAK BUll DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DlNAS PEHDAPATAH DAERAH

PERHATIAN: Bacalah peiurjukpengi,;an pad a halarnan belakq lembar ili terlebih dahuiJ.

A. 1. Nama Wajib Pajalc W ~ ULlL llJ I I I I
2.NPWP:

3. Alamat Wajb Pajak:

4. KeiJrahanIDesa: 5. RTIRW: 6.Kecamatan:

7. KabupatenIKota: 8. Kode Pos:

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PEIl: C =0 I I I I :::ITI I 0
2. letak tanah da n atau bangunan:

3. KeiJraharuVesa: 4.RT/RW:

5. Kecarnatan: 6. KabupatenIKota:

Pe nghlungan NJOP PBB:

LUBS NJOP PfIlI '"' Luan NJOP PBB I,",Ura;an (()jsilN>tilflihd.", airubanvun,"YillIg (Di~ ~er~f.'ili,t;I~&1100 ~10Jdn1i1hMtty,~ro~)

Tanah (b.rn) 7 rn2 9 Rp 11 Rp
:;,n,ka 7xillltlb9

Bangll1an 8 rn2 10 Rp 12 Rp
qktSxqKa10

NJ<P PBB: 13 Rp
.n~il11+ilng"i' 12

15. Jenisperolehan hak ;too lanah dan atau bangunan: rn 14. Hargat"msak,; I Nilai pa sa r IRp I
16. Nomor Sertifi<ot:

c. AKUMULASl NllAI PERCllHAN HAK SEBELUMNYA I Rp

D. PEN Gi ITUNGl\N BPHTB( Hanya diisi berd •••••• .., pen!/1iunganW~b Pajak)

1 . Nilai Peroleha n <l>jek Pajak (N POP) me~a6l&n nilsi pada B.13., B. 14.. dan C 1 ~ Rp

2. Nilai Perolehan <l>jek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) me".,erhabkan nilsi pada C 2 ~ Rp

3. Nilai Perolehan <l>jek Pajak Kena Pajak( NPOPKP) """" 1-.11/<.2 3 ~ Rp

4. Bea Perolehan H ak alas Tanah dan Bangunan \4Ing tefUtang !JJ(,Xl11/<I3 4 ~ Rp

E. JlJTliah Setoran berdasar1<an:

r a. Pengtitunga n Wa;b Pajak

I b. STPDBPHTBI SKPDB KURANG BAYARI SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN .) Nomor: Tqgat

C c. Pengtrangan dihitung sendiri rnenjadi: I% berdasar Peraturan KDH No: .
r- d .. . ..............

JUMlPH YANG CASETOR (dengan angkat. (dengan hu rut):

IRp I
lbw, •• "',n perlilulg •• D4d•• p/llln di E)

j Co",ty"g ''*''perIJ

............... tgl... ....... ..... ......... MENGETAHUI: CATERlMA OLEH: T elah !Meriikasr
WAJIB PAJAK I PEN YETOR P~T/tmAAJS TEMPAT PEMB6.YARN4 BPHTB DlNAS PENDAPATAN

Tanggal:

- ------------------Noma le ngk", da1 linla t __ Namaleogkap, slempe, den Bode Bngan Namalengkap, aempel, den tanda trgan f\Bmalergkap, ste~, dant.mal~an

H.1yacll~ 01eh NomorDoktrnen: W W ~ ~pltugas Dl5P£HM IT] IT] 0= DIIJ 0NOP PBB baru : ----- ----
lembar 6.6 - Funcsi Permuk,..n & PeIaDct8n

=



D. BAGAN ALIR

Prosedur Pembayaran BPHTBoleh Penerima Hak Tanah d¥atau Bangunan

Uraian
Wajib Pajak Bank yang Ditunjuk/ Bendahara PenerimaanSeiaku Penerima Hak

DarlProsedur1
(Prosedur

1. Berdasarkan prosedur akta
PeegurusanAkta

pengurusan Pemlndahan Ha~
pemlndahan hak, maka Wajib Pajak menerlma SSP()'

18PHTB darl PPAT.

emnar J.I
muar].J nDar~1
muar zj 'nner 'J

~.
nua, 'J i> I Membayar I I em ar

Wajlb Pajak membayar BPHTB terutang dan
I lrt:'fflLlar ;)1

fnenyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank yang pemear !lJ BPHT8 I
1'"""Dar~

Dltunjuk/ Bendahara Penerimaan. 8 SSPD-BPHTB
SSPD-BPHTB

~
~. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
fnenerlma pem bayaran, menandatanganl SSPD-

N1enerima
BPHTB, mengarslp SSPD-BPHTB lembar 5 dan 6, dan Pembllyaran BPHTB
fnenyerahkan SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 & menandatanaani
~epada Wajlb Pajak. SSPD-BPHTB

~. Wajlb Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3,
1 1

~m".'" I,~rr,".' 'J ICfflUar:>1

~an 4. mar mar l,",mDaraJ
emnar 31

~ arI ,.,mDor OJ I,"""Dar OJ SSPD-BPHTB

SSPD-BPHTB

~"-----1

Arsip

Menyampaikan

{ Se10njutnya digunakan \,5. Wajlb Pajak kemudian mengajukan permohonan
permohonan

penellttanSSPD· dalam proses pelaporan j
penelltlan SSPD-BPHTB kepada Fungsi Pel.yanan . BPHTB ke OlSPENDA



LAMPlRAN III PERATURANWALIKOTA TUAL
NOMOR oB TAHUN 2011
TANGGAL OS FEBRUARI 2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT
SETORAN PAlAK DAERAH - BPHTB
(SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses

verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang

tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan.

Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di

Dinas Pendapatan. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak

terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang rnengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi

Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang

tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan

berwenang dan bertugas untuk:

meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;

memeriksa kelengkapan dokurnen dan kebenaran data terkait objek pajak

yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

=



menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini

menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:

mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah

wewenangnya; dan

menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak rnenyiapkan dokumen pendukung yang

dibutuhkan untuk penelitian SSPO BPHTB. Ookumen pendukung terdiri atas:

SSPO BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)j

SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPO);

Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Pendudukj Surat

Izin Mengemudij Paspor);

Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam

hal transaksi waris.

Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

Fotokopi Kartu NPWP;

Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak

kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPO BPHTB, SSPOBPHTB

(Iembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD

BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan

kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir



Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan

mengisi dan rnenyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data

& Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi

Pe/ayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dar;

sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian

mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi

Pengolahan Data & Inforrnasi lalu rnenyerahkan kembali data Form Pengajuan Data

kepada Fungsi Pelayanan.

langkah4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak

dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa

kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung

SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data &

Informasi. Dalam kondisi tertentu, DISPENDA berhak melakukan penelitian

lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara

penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan

kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan

menandatangani SSPD BPHTB (Iembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip

SSPD BPHTB (Iembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan

SSPD BPHTB (Iembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (Iembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.



n

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROL£HAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar4

( SSPD-BPHTB ) DlSPENDA
dallll1 proses peneiitian

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
LogoPt •• rirtohO."'" PI\JAK BUll DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DlNAS PEN~TAN DAfR»i

PERHATIAN: Bacaloh petunjuk pengi,;an pad a halarnan belokang lembar i'li lerlabih dahulJ.

A. 1. Nama Wajib Pajak: W ~ U ~ llJ I I I I
2.NPWP:

3. Alamal Wajb Pajak:

4. KelJrahanID ••• : 5. RTIRW: 6.Kecamalan:

7. KabupalenIKola: 8. Kode Pos:

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PEIl: C ::IJ I I I I ~ I 0
2. Lelak lanah da n alau bang unan:

3. KelJrahanID esa: 4.RT/RW:

5. Kecarnalan: 6. KabupalenlKola:

Penghlungan NJOP PBB:

Lu •• NJOPPEIl/~
Lu •• x NJOP PBB I m'Ur s i e n (DisifuastaMhdan a8ubangooany~ng (Clsj ~~:,..,;:!~~DfultJjOldnyaholuly.djoe"""J

Tanah ( bumi ) 7 rn' 9 Rp 11 Rp
-mra7xan h9

Bangunan 8 rn' 10 Rp 12 Rp
anplflBx atlgb 10

NJ<F PBB: 13 Rp angk.a1' .•.angb 12

15. Jenisperolehan hok ••• lanah dan atau bangunan: DJ 14. H arga lransok,; I Nilai pasar. IRp I
16. Nomor Se rtili<al :

C. AKUMULASI NILAI PERCLEHAN HAK SEBELUMNYA I Rp

D. PEN Gi lTUNGAN BPHTB( Hanya diisi b.rd •••• 1I1 pen!tlil,"ganW~b Pajak)

1 Nilli Percehe n Objek Pajak (N POP) memperh.5kan ni/ei pedo B. 13. , B.14., don C 1 ~ Rp

2. NiBi Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak( NPOPTKP) memperha5kan rila; pada C 2 ~ Rp

3. NiBi Perolehan Objek Pljak Kena Pljlk( NPOPKP) "'!lie 1-'''11<.2 3 ~ Rp

4. Bea Perolehan H ak alas Tanah dan Bangunan yang lerullng 596 •• "11<- 3 4 ~ Rp

E. Jumlah Seloran berda •• r1<8n:

I a. Penghitungan W",b Pajak

I b. STPDBPHTBI SKPDB IOJRANG BAYARISKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN 0) Nomor: Tanggat

C c. Pengurangan dihilung sendiri rnenjadi: I % berdasar Peraluran KDH No: . ....... ........ ........... ..........

r d.......................................

JUMLHi YANG DlSETOR (rlengan angka~ (dengan hu rul):IRp I
(b<nl •.•• rlanp.rlillllglll D4 dill pl"n di E)

0) CorelYlIlg ',*kporIJ

....... ...... , tgl ................. M ENGET AHUI : DlTERIMA OLEH: T elah lAteriikasr
WAJIB PAJAK I PEN YETOR PPATlNOTAAIS TEMPAT PEMBIIYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN

Tanggal:

------------------Name le ngkap den I ande langen Nam81en~8P, slempel. den 8'lda Iwlgan Name I engkap. aernpet. dan lama tangs n Name lengkap. slempel, den land81a"1gan

HMly.ll dlsl deh Nom or Dokum en: W W ~ ~petugafDtSPENM

CD CD 0= ITIIJ DNOP PBB baru :

lembar4~ -FunQSiPeBvanlll

Fu~



FORMULlR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran
Hal

: 1 (satu) set
: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

DinasPendapa10nDaerah
Pemerin10hKa10Tual

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib Pajak

IIJ
._-------------------------------------------------------_.

NPWP
Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTBuntuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan latau bangunan
sebagai berikut :

:[IJ [IJNOP
Alamat

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

Terlampir dokumen sebagai berikut :
(1) SSPD-BPHTByang tertera NomorTransaksi Penerimaan Daerah (NTPD) I SSPD-BPHTBdisertai Bukti

Penerimaan Daerah (BPD)·)
(2) Fotokopi SPPT atau snsl Struk ATM bukti pembayaran PBBI Bukti Pembayaran PBB

lainnya Tahun ................• )
(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa .
(4) Surat Kuasa dari Wajlb Pajak •• )
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak •• )
(6) Fotokopi Kartu NPWP
(7) .

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan:
.) coret yang tidak perlu
•• ) dalam hal dikuasakan

---------------------.:---~~-------------------------.
Wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak .)

o

PENELITIAN
5etelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTBdan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan
bahwa:

-----------,--~~----------------.
Fungsi Pelayanan

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTBtelah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTBtelah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap



FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTByang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak

NPWP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
:ITJ

Serta data objek pajak atas

Nomor Objek Pajak (NOP) ITJ ITJ

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

,20
---------------------------------
Fungsi pelayanan

D



Dengan Hormat,

Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

NJOP PBB

Luas x NJOP PBB / m'

DATA OBJEK PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :IT] ITD ITD ITIIIJ D
3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :

a.
b.

c.
d.

e.

4.Nomor Objek Pajak (NOP) [JJ rn ITIJ ITIJ ITIJ ITIIJ D
5. Letak tanah/bangunan:

6. Kelurahan/Desa:

8. Kecamatan:

7. RT/RW: _
9. Kabupaten/Kota: • _

Penghitungan NJOP PBB:

Uraian

Luas
IDllslluas tanah dan atau bangunan

yang haknya

dlperoleh)

NJOP PBB/ m2
IDlls; berdasarkan SPPT PBB tahun

terjadlnya

perolehan hak / tahun )

Tanah (bumi) 11 Rp

Bangunan 81 m' 101 12 Rp

13 Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima Kasih

-----------------.!..~~-
Fungsi Pengelolaan Data

& Informasi



D. BAGAN ALIR

Uraian FungsiPelayanan

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan
dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib Pajak
kemudian mengajukan Formulir Permohonan
Penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan
SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen
pendukung lainnya ke Fungsi Pelayanan.

2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian
SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan
mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi
Pengolahan Data & Informasi dengan menggunakan
Form Pengajuan Data.

3. Fungsi Pengolahan Data & Inforrnasi menyediakan
data terkait objek pajak dengan membuka database
objek pajak.

4. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi data
objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi kemudian menyerahkan
Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

5. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan
lampiran-Iampiran pendukung berdasarkan data objek
pajak yang diterima dari Fungsi Pengolahan Data &
Informasi.

6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-BPHTB
dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak
selaku Penerima Hak

Fungsi Pengolahan Data &
Informasi

SSPO-
BPHTB

J'----- -y-

~



LAMPlRAN IV PERATURANWAUKOTA TUAL
NOMOR oB TAHUN 2011
TANGGAL OS FEBRUARI 2011

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan

proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan

BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD

BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena

bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang

dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang

dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5

(Iima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan

Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang be/urn

melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki

dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar

Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.



B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang

berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah CSTPD) BPHTB, Surat

Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan

menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi

BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa SSPD BPHTB

- menerbitkan STPD BPHTB

- menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB

- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS

c.r, Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.



Langkah 3
Atas SSPD BPt-rrB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah

saJah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan

Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan

kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD

BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena

bunqa/denda. STPD BPt-rrB dicetak rangkap 2.

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (Iembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPt-rrB (Iembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPt-rrB atas setiap STPD

BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang

Bayar BPHTBI Kurang Bayar Tambahan BPHTB



Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPIfTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oJeh Wajib

Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPIfTB yang telah berjangka

waktu 5 (Iima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan

memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB

tersebut. Atas SSPD BPHTB yang temyata kurang bayar, Fungsi Penagihan

kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3
Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah

berjangka waktu 5 (Jima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan

memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar

tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan

kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang

dibayar.

Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD

Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (Iembar 2) dan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (Iembar 2).



Lanqkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (Iembar 1) dan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (Iembar 1) kepada Wajib Pajak.

Lanqkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap

SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Lanqkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas

setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib

Pajak.

Lanqkah 9
Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan

dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran

BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Lanqkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD

Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan



Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau

surat ketetapan BPIfTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hart sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi

dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi

BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi:

Menghubungi wajib pajak melalui telepon

Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas pennintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,

maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib

Pajak agar melunasi BPIfTB yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas pennintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,

maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (Iembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib

Pajak.



Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat

Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah

daerah juga dihimbau untuk menetapkan peraturan kepaa daerah mengenai

prosedur penerbitan:

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat

ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan

BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan

BPHTB oleh Wajib Pajak;



PEMERINTAH KOTA TUAl

DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURATTAGIHAN PAlAK OAERAH
REA PEROl£HAN HAKATAS TANAH CAN BANGUNAN

Nomor: Tahun:
Tanggal Penerbitan:

Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar:
Rp ................................~.
( .............................................................. ~.......................................................... ·.. 1

l.etak Objek Pajak Nama & Alamat Waiib Pajak
Kabupaten/Kota: ...................................................................................................
Kecamatan: ......•..•.........................................................................................
Desa/Kelurahan: .•....•........................................................... _ ...._ ..........................
Alamat: ...................................................................................................

...................................................................................................

NOP: NPWP:

Perindan Pajak yangTerutang

1 Pajak yang terutang menurut SSPDBPffTB/ SKPDBKurang Bayar/ SKPDBKurang Bayar Tambahan*l Rp
Tahun ..........
2 Telah dibayartanggal Rp.
3. Pengurangan Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) Rp
S. Pajak yang kurang dibayar (angka 1· angka 4) Rp
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan x Rp. (angka 51 Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSPdikurang angka 1 Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 71 Rp

Tanggal Jatuh Tempo: Tempat Pembayaran:

PERHATIAN Kota Tual •.......................... 2011

1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kepala Dinas Pendapatan
(STPBPHTBini harus dilunasi paling lambat satu (11 bulan
sejak tanggal diterima.
2 Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan
fefang. ................. _ ..............



PEMERINTAH KOTA mAL

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PAJAK YANG MASIH
NAMA DAN ALAMAT WP,

NOMOR & TANGGAL PENERBITAN PAJAK YANG KURANG
SANKSI

HARUS DIBAYAR
NO LETAK TANAH DAN/ATAU

SSPD BPHTB DIBAYAR (Rp)
ADMINISTRASI

(Rp)
KETERANGAN

BANGUNAN, NOP PBB (Rp)
4+5

1 2 3 4 5 6 7

Fungsi Pelayanan

NIP



PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Oaftar SSPO BPHTB
yang kurang dlbayar

PAJAK YANG MASIH
NAMA DAN ALAMATWP, NOMOR & TANGGAL PENERBITAN PAJAK YANG KURANG SANKSI HARUS DIBAYAR

NO LETAK TANAH DAN/ ATAU SSPD BPHTB DIBAYAR (Rp)
ADMINISTRASI (Rp) KETERANGAN

BANGUNAN, NOP PBB (Rp)
4+5

1 2 3 4 5 6 7

Fungsi Pelayanan

NIP



PEMERINTAH KOTA lUAl

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,

Nama :

NOP :

Alamat :

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut tata usaha kam i, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

Jumlah

Tunggakan

Pajak (Rp)

Tahun Pajak

NOP, NO & TANGGAL STPD

BPHTB/ SKPDB KU RANG

BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR

TAMBAHAN (')

Tanggal

JatuhTempo

Pembayaran

Jenis Pajak

(') Coret yang tidak perlu

(dengan huruf :

Jurnlah

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah

Nomor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar

melunasi jum/ah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara te/aIl melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera

me/aporkan kepada kami.

PERHATlAN

Pernerintall Kota Tua/
Kepala Dinas Pendapatan

NIP

PAlAK HARUS DllUNASI DAlAM WAKTU 21 (DUA
PULUH SATU) HARI SmLAH TANGGAl SURAT
TEGURANINI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN MAN DlLANJUTKAN DENGAN
PE NERBITAN SURAT PAKSA.



D. BAGAN ALIR

Bagan Alir 1: Penetapan STPD BPHTB

Uraian

1. 8erdasarkan prcaedur pembayaran BPHTB sebelumnya,
maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
dlbayarkan oleh Wajlb Pajak.

2. Fungsl Penaglhan memer-lksa setiap SSPD BPHTB terutang
yang tldak/kurang dlbavar, salah tutts, salah salah hltung, dan
kena bunga/denda.

3. Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah
tu lis. salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsl
Penagihan menerbltkan Oaf tar SSPD BPHTB yang tidak/kur-ang
dlbayar, salah tulis, salah hltunlL dan kena bunga/denda.
Fungsl Penaglhan kemudlan mengarsip daftar terse but.

4. Fungsl Penaglhan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan
daftar SSPD BPHTB yang tJdak/kurang dibayar. salah tulis,
salah hltung, dan kena bunga/denda. Sur-at Tagihan BPHTB
dicetak rangkap 2.

S. Fungsi Penaglhan mengarsip STPD BPHTB (Iembar 2).

6. Fungsl Penaglhan menglrlmkan STPD BPHTB (Iembar 1)
kepada Wajlb Pajak.

7. Fungsl Penagihan memper"baharui oattar- STPD BPHTB atas
setiap Surat Taglhan yang telah dikir-imkan kepada Wajib
Pajak.

8. Wajib I'ajak membayarkan BPHTB terutang menurut STPD
BPHTBsesuai dengan prosedur pernbavaran BPHTB.

Wajib Pajak

Proses
Pembayaran dan
lalnnya menslkutl

prosedur
sebelumnya

Fungsi Penagihan

Prosedur
Pembayaran

BPHTB



Bapn Allr 2: Penetapan SKPD Kurang Bayarf SKPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB

Uraian Wajib Pajak Fungsi Penagihan

1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHT8 sebejumnve, maka
Fungsl Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang teJah

Ibayarkan oIeh Wajlb Pajak.

2. Fungsl Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang tetah
berjangka waktu 5 (Urna) tahun semenjak dibavar oleh Wajib Pajak.
Fungsl Penagihan memeriksa nitai 8PKTB terutang yang tercantum

alam SSPD BPHTB tersebut.
tas SSPO BPHTB yang ternyata kurang bavar, Fungsi Penaglhan

kemudian menerbltkan Daftar 5SPD BPHTB yang kurang dibavar.

3. Fungsi Penaglhan juga memeriksa setiap SKPDKurang Bayar yang
elah berjangka waktu 5 (Uma) tahun semenjak dlterbltkan. Fungsi

Penagihan memeriksa "nai BPHTB terutang yang tercantum dalam
SKPD Kurang Bayar tersebut.
Atas SKPO Kura"g Sayar yang maslh kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih
kurang dlbayar.

• Berdasarkan daftar vang telah djbuat, Fungsl Penagihan
menerbttkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPO Kurang
Bayar Tambahan (rangkap 2).

· Fungsl Penagihan mengarsip SKPD Kurang 8ayar (lembar 2) dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

6. Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1)
an Sl(PD Kurang Bayar Tambahan (Iembar 1) kepada Wajib Pajak.

• Fungsi Penagihan memperbaharui Oaftar SKPDKurang 8ayar atas
setiap SKPO Kurang Bayar Y3ng telah dildrtmkan kepada Wajib
Pajak.

• Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPO Kurang Bayar
ambahan atas setlap SKPO Kurang Bayar Tambahan yang telah
Iklrimkan kepada Wajib Pajak.

• Wajib PaJak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
ambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan

prosedur pembayaran BPHTB.

{
MSS.OP11T,}

dalllmj••••.• wa 5
(11rna)tMun 'ak

dibay_ w-.jlbpa'"

proses
Pembaveran dan
lainnya mensikuti

prcsedur
sebetumnva



Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran

Uraian

1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Taglhan BPHTB/
KPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsl

Penaglhan menylmpan:
Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsl
Penaglhan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan
mendekatl jatuh tempo.

2. Selama 7 (tujuh) harl sejak [atuh tempo, Fungsl Penaglhan
menghubungl dan melakukan pendekatan persuaslf kepada

ajlb PaJak agar melunasl BPHTB yang maslh terutang.

3. Setelah 7 (tujuh) hart sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pernbayaran pajak secara mengangsur oleh

ajib Pajak yang dlsetujul, maka Fungsl Penagihan terus
melakukan pendekatan persuaslf kepada Wajlb Pajak agar
melunasl BPHTB yang rnaslh terutang.

· Setelah 7 (tujuh) harl sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh

ajlb Pajak yang tldak dlsetujui, maka Fungsi Penagihan
enerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

5. Fungsl Penaglhan mengarsip Surat Teguran (Iembar 2).

· Fungsl Penagihan menglrlmkan SUrat Teguran (Iembar 1)
epada Wajib Pajak.

7. Wajlb Pajak menerlma Surat Teguran.

· Fungsl Penagthan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas
etlap Surat Teguran yang dikirlmkan kepada Wajlb Pajak.

Wajib Pajak Fungsi Penagihan

5elama 7 (tujuh)
hari sejak saat jatuh
tempo
pembayaran,
meliputi:
- Menghubungl
wajlb pajak melalul
telepon
- Mengirimkan
Surat
Pemberftahuan dan
Hlmbauan

Tidak disetujul

..



..

LAMPlRAN V PERATURANWAUKOTA TUAL
NOMOR os TAHUN 2011
TANGGAL OS FEBRUARI 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh

Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam meJaporkan

penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga

meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah

atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran

ke rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak

melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPtffB dari Wajib Pajak;

- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara

Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melaJui rekening

penerimaan kas daerah; dan

- menyiapkan Register SSPO BPHTB.



2. Bendahara Penerimaan
Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini

BendaharaPenerimaanberwenang dan bertugas untuk:

menerima pembayaran BPHTBdari Wajib Pajak melalui mekanisme

penyetoran tunai;

- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaankas daerah;

- menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaankas daerah;

menyiapkan Register SSPDBPHTBatas pembayaran BPHTBdari

Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara

Penerimaan;

- mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan &

Penyetoran;

menyiapkan RegisterSTS;dan

- mendapatKan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk!

Wajib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini

PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat laporan Penerbitan

Akta PemindahanHak atas Tanah oan/atau Bangunan.



4. Fungsi Pembukuan It Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi

PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang

ditunjukf Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan

bertugas untuk:

menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;

- menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;

menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;

- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara

Penerimaan;

- menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan dari PPAT; dan

menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.l. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD

BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke

rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk

menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap



penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk

mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara

Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening

penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.

Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku

Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat

penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB

yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan

Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara

Penerimaan



Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPO

BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB

dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan

mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran.

Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPO BPHTB ke dalam Register SSPO

BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3
Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD

BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &

Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPO BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran,

beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima

SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.



Langkah 2

PPAT membuat laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima laporan Penerbitan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah den/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.l, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan &

PeJaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB

lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan

Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen terse but, Fungsi Pembukuan & Pelaporan

menyusun Laporan Realisasi PAD.



LAPORAN PENERBITAN AKTA Ol£H PPAT
Bulan ____ .• __ •..• _ ..TAHUN_ .•.•.

NamaPPAT ........,............................................... Kepada Yth.
Alamat ........................................................ Kepala Dinas
NPWP ...,................................... ,................ PENDAPATAN DAERAH

Daerah Ke~a ....................... ,............... ,................ KOTATUAl

AKTA NAMA, AlAMAT, DAN NPWP IIIA;tMI, HARGA SPPTPBB SSP SSPD BPtmI

NO
BENTUK

JENISDAN LETAKTANAH DAN
TRANSAKSI

PIHAKYANG
PEROl£HAN/pEN

URUT
PERBUATAN PIHAKYANG BANGUNA NOP NJOP TANGGA TANGGA KmRANGAN

NOMOR TANGGAL MENGAUHKAN/ NOMORHAK BANGUNAN TANAH (RP) (RP)
HUKUM MENERlMA N GAUHANHAK TAHUN (RP) L L

MEMBERIKAN
(RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 U 13 14 15 16 17 18

.....•...... 2011

Nama PPAT
..................



?ANDUM~ PfNGI$iAN l }'P')RAN PENERBITAN AI{l'A

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OlEH PPAT

Diluar Tabel

Nama PPAT

Alamat

NPWP

Oaerah Kerja

Kota

Bulan

Tahun

Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Contoh: Oclavianus, SH, atau Birgitta, SHe

Alamat PPATyang bersangkutan.

NPWP PPATyang bersangkutan.

Oaerah Kerja PPATyang bersangkutan. Contoh: Kota Tuaf.

Kantor Wilayah Pemenntah Oaerah. Contoh: Kota Tual.

Bulan bersangkutan

Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Nomor urut pengisian tabel.

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang
bersangkutan.

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh:
tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 10 - 2011.

Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah,
dsb.

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan.
Contoh: John beralamat di JI. Industri Raya No. 9 dengan NPWP
49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), JI. Industri Raya No.
9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (bans selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan
seperti kolom 5).

Jenis dan nomor hake

a.Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak
dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
- Hak Milik = M



- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai = P
Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan
Kemayoran Utara

Ditulis:
- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan

sebagian)
b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk

pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan
tangga/ a/at bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa

pajak tahun 1960 - 1964
: V.I No 47/465 tahun 1960 - 1964
: Petuk Pajak C. No 395 Blok n.D persil 30
: C. No. 395 Blok n.D ps.30

Ditulis
Contoh
Ditulis

KoJom 8 letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut
kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang
dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan
lantai dasar seluas 50 m2 dan tantai satu seluas 25
m2.

Kolom 11

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolorn 10 = 75.

Oiisi harga yang sebenamya sesuai akta.

Contoh

Oitulis

: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

: 100.000.000

Kolom 12

Ni/ai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan
hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa
membebankan hak. tanggungan tetap dllaporkan.

DHsiberdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01

Ditu/is : 021.002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke
bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)



Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi
NJOPTKPpada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1 : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada
SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp.
250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan
keseluruhan bangunan yang acla diatasnya Tanah
seluas 100m2 dan bangunan 25 m2 aclalah sebagian
tanah atau seluas 50 m2 dan keseluruhan bangunan
seluas 25 m2. Diketahui NJOP (SPPT) tanah aclalah Rp.
200.000.000 (untuk 100 m2) dan bangunan adalah Rp.
50.000.000 (untuk 25 rrr'), maka :

- NJOP tanah seluas 50 m2 : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m2 : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)
dan besamya pembayaran PPh atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah clan atau bangunan (data
diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)
dan besamya pembayaran BPHTB.

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah clan bangunan yang
diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau
bangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan
dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor
daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: - d.i 301/4097/11 atau

- tanggal 10 - 7 - 2011



c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan
penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

. Ditulis : ayah - anak



Nama Nama

PEMERINTAH KOTA TUM
REGISTER SSPD BPHTB
DINAS PENDAPATAN

TAHUN ANGGARAN .

Bendahara Penerimaan :

No. No.STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengeta hu ifMenyetujui
Pengguna Anggaran

Kota Tual, tanggal .
Bendahara Penerimaan

NIP . NIP .



PEMERINTAH KOTA TUAL
BUKU PENERIMMN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMMN

CON mK FOHMATBm,l) "EN~R;M,~M~
OAN PENV!::TORAN

SKPD
Period

Penerimaan Penyetoran
Kode Keterangan

Nomor Tanggal No.Bukti Cara Pembayarar Rekening Uraian Jumlah Tanggal No.STS Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kas di Bendahara
-SaldoAwal
- Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Oisetorkan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri
a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar
c. Lainnya

MengetahuifMenyetujui
Pengguna

Kota Tual, tanggal .
Bendahara

Nama .
NIP.

Nama .
NIP.



PEMERINTAH KOTA TUAl
REGISTER STS

DINAS PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN .••..•.••••

Bendahara Penerimaan :

No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengeta hu i/Menyetu ju i
Pengguna Anggaran

Kota Tual, tanggal .
Bendahara Penerimaan

Nama . Nama .

NIP . NIP .

••



D. BAGAN ALIR

Prosedur Pelaporan
BPHTB

Uraian Bank yang Ditunjuk Fungsi Pembukuan & Peiaporan

Bardasarkan SSPD-BPHTB 1.!Tb.r 5, Bank yang
- unjuk menerbftkan Nota Kredit etas penerimaan
PHTB deri We~b Pajak.

Deri~r
2 (Prosec1Jr
Pembayaran

BPHTB)
menyerehkan Nota Kredit ke

Bard •••• rkan SSPD-BPHTB lerTbar 6, Bank yang
itunjuk membua, Register SSPD-BPHTB .

. Bank yang Djtunjuk memberikan SSPD-BPHTB lerTbar
dan Register SSPO-BPHTB ke Fungsi Pembukuan dan

elaporan.

Sementara itu, 8endahara Penerimaan menerime
SPO-BPHTB lember 5 den lembar 6 etes penerimaan

mbayaran BPHTB secere tunai.

Bendehere Penerimaan menca1:at penerimaan detem
BukU Penerimaan & Penyetoran dan rnembuat Register

SPO-BPHTB berdasarkan SSPO-BPHTB lembor 6.

Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan
egister SSPO-BPHTB yang diiampiri dengan SSPD-
PHTB lember 6 ke Fungsi Pembukuan daM Pelaporan.

{

Kefungsi
porrbukuan &
peleporanSedangkan atas penerirraan Nota Kredit deri Bank

ang ditunjuk, meka Bendahara Penerimaan mencatat
nerirreen BPHTB dalam Buku Penerimaan &

enyetoran dan Register STS .

. Bendahara Pen.rimaan kemudian menyerahkan Buku
enerimaan dan Penyet:oran beeerte Register STS
_pede Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

10. PPAT menerima SSPD-BPHTB !ember 2 dan
nyiepkan Leporan Penerbitan Akta Pemindahan Hek

tes Taneh danlatau Bangunan.

11. PPAT memberikan Laporan Penerbitan .Ak1a
emindahan Hak etas Teneh danlatau Bangunan ke
ungsi Pembukuan & Pelepo-en,

12. Fungsi F1mbukuan & PeJaponm menerima dokumen
rupa Regi.er SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6,

uku Penerrmaan & Penyetoran, Regf$1er STS, dan
pcran Penerbitan Akta Pemindahan Hak etas Tenah

anlatau 8engunan.

Pejabat
Pembuat Akta

Tanah
Bendahara Penerimaan

A, a c, & D dari fungsi-fungsi y.ng lain

B

{

Kefungsi }
pemWkuan &
peleporan

C{~n&~~~~~~

,.

MMADTAMHER



LAMPIRAN VI PERATURANWAUKOTA TUAL
NOMOR 08 TAHUN 2011
TANGGAL ., FEBRUARI 2011

PROSEDUR PENDAFTARANAKTA KE KEPALAKANTOR
BIDANG PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehanjperalihan

hak kepemilikan tanah, Pendattaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta

Pemindahan Hak atas Tanah danjatau Bangunan setelah pemindahan hak

atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAKTERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung

pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah danjatau bangunan.

Wajib Pajak rnenyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat

Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak

atas tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan

bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan



- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor

Bidang Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang rnemiliki daftar kepemilikan hak tanah di

wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang

Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas

tanah; dan

- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak

menerima SWat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan

3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4

ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan

Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal

4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2

dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak.

PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.



Langkah 3
PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan

menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti

Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan

pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang

Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data

terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui

database daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu

menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

yang teJah ditandatangani kepada Wajib Pajak.



Langkah 8
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah danjatau

Bangunan.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
SEA PEROl£HAN HAKATAS TANAH DANBANGUNAN Lembar 3

(SSPD-BPHTB) Untuc Kepilla Kar"tor
Eidang Pertanltlan

BERRJHGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAH OBJEK PAJAK
Logo_rtah~ PAJAK BUll DAH BAHGUHAH (SPOP PBBl

DINAS PENDAPII.TAN DAfRAH
PERHATIAN: Bacalah peturjt.i< pengisian pada halaman belakang lembar n terlebih dalllll.

A. 1. Nama Wajib Pajak: W ~ UUL llJ I I I I
2. NPWP:

3.AlamatWajb Pajak:

4. KeLJrahanIDesa: 5. RT/R'tI/: 6 .Kecam atan:

7. KabupateniKota: 8. Kode Pos:

B. 1. Nom., Objek Pajak (NOP) PIll: C ::JJ CC] c= TIJ I 0
2. Letak tanall dan atau bangll1an:

3. KeLJrahanIDesa: 4. RT/R'tI/:

5. Kecamatan: 6. KabupateniKota:

~nghllungan NJOP POO:

LU8S NJOP PEEl ni'
LUBS. NJOP POOlni'Ursian (OiSihnst~iJ::,,8I1~g~~IiI'I~f(J (Os; ~~!r,;,ti7J:f!3tahtn ~1a:1i1Y"

Tanah ( bLmi ) 7 m' 9 Rp 11 Rp ~.7)(anab9

8!ngll1an 8 m' 10 Rp 12 Rp
angle 8)( at91c11O

NJOP PBB: 13 Rp
allgki1' .•.angka 12

15. Jenis perolehan hak alas lanall dan atau bangunan: DJ 14. Hargatransaki I Nilai pasar. I Rp I
16. Nomor Se rti1i<at:

C. AKLt.4ULASI NlLAIPERQ.EHAN HAK SEBELUMNYA I Rp

D. PENG1ITUNGAN BPHTB( Hanya diisiboldas,"'" pen~i~nl/lnW~b Pajlk)

1. Nilai Perolellan Cl>jek Pajak (NRlP) memperhstikan nHsipads B.13., B.14., dsn C 1 ~ Rp

2. Nilai Perolehan Cl>jek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatiksn nial pads C 2 ~ Rp

3. Nilai Perolehan Cl>jek Pajak Kena Pajak( NPOPKP) m;p.f-.t>;I<I2 3 ~ Rp

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang leOlla ng S!6X1rr;1<.J 4 ~ Rp

E. Jtmlall Setoran berdasarl<an:

r a. Pengtitmgan Wajb Pajak

I b. STPD BPHTBI SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nom.,: Tanggat

C c. PenglJ"angan dihitlJ"lg sendiri menjadi: I % berdasar Peraturan KDH No: . . ..... .......... .....

r- d ..

JUt.1LAH YANG DlSETOR (dengan anaka): (dengan huruf):

I Rp I
(b.ro.SIIrlotnperlitrng., DI d•• pllendiE)

") Corety/J1gl,*kpetIJ

.............. ,'gI . . .... ..... ...... .... ...... M ENGET AHUI: DITERIMA OLEH: T etah o;,er~kast
Wl.JI! PAJAK I pe;YETOR PFlI TI N:JTAR5 TEMPAT PEMBIIYARAN BPHTB ClHAS PEHI:W'ATAN

Tanggal:

----------------- ---------------
NlmlIer98p dan tarde 181Q8"I NiwnI!llIe1~ap. slefTl)8. den Wide BlQWI Namal8'lQk8p, stelT'J)8,d!In 1a'1da ttngllln /'\Bma lerdtap, stemptl, dentendal1l"g8"l

Hlnya dill dth Nom or DoloJmen: W W LL- ~pttLQ_CIS"&Ol rn rn CC ITIIJ DNOP PBB baru : ------
Lembar 3AS- KI!I:l8B Kartor Eldana Pertslllhan



D. BAGAN ALIR

Prosedur Pendaftaran Akta Pernindahan Hak alas Tanah danfatau Banaunan ke KepaJa Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Bidang
Pertanahan

Wajib Pajak Selaku Penerima HakUraian

1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan
prosedur penelltian, Wajib PaJak menerima SSPD
BPHTB lembar 11 2, dan 3. Wajib Pajak lalu
memberikan SSPD BPHTB lembar 2 dan 3 kepada
PPAT.

2. Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di
Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga
menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat
(2) kepada PPAT.

3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian
menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas
tanah atau peralihan hak atas tanah. PPAT
mengarsip SSPDBPHTB lembar 2.

4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan, SSPDBPHTB lembar 3.
dan Bukti Penerimaan SSPPasal 4 ayat (2) kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

5. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah
pengajuan dan memperbaharui daftar perolehan/
peralihan hak atas atas tanah. Kepala Kantor
Bidang Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 3.

6. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan
Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat
(2) kepada PPAT.

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Wajib PaJak.

Pejabat Pembuat Akta Tanah

(Iem~r3)
SSI"O &PI·tTlJ

(1..-nb.u3)

SSPO 8PHT&

AIn:.P.mhtd •••••• H•••
•~,.T••••hd."'.c...,
a.ntrUn ••••

Bulltl P.ner1m_n
SSP Panl 4 -vat (.1)

AIet. P.mIndahlln Ha"
arH T•• ah dan/at8••
•.••.••• nan

BuktlP.".rlmaan
SSp P.,..I 4 av-t (.2)

Akta P-.rindehlln Ha ••
u" T•••• h da"'.I...,
Ban.-"

•••.••t. Pemlnctahan •••••
ata,.Ta.,.h dan(ar.u...,...-

&uktl "en.,lmaen
SSP Pawl. eyat (.11

MMADTAMHER



LAMPIRAN vrr PERATURANWALIKOTA TUAL
NOMOR oe TAHUN 2011
TANGGAL OS FEBRUARI 2011

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan

Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuanfpenolakan atas

pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi

Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan

berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala

Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk

daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan

Data & inforrnasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database

objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan perrnohonan pengurangan atas

BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPKTB yang telah

diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

menerima, menelaah, dan memeriksa perrnohonan pengajuan

pengurangan BPHTB

menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB



- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan

Data & Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau

Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang

dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan

Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.

Fungsi PeJayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan

Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan

dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan

data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.



Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 5
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data.

Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek

pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data

dengafl data terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data

(yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8
Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan

juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan

ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak)

atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).



Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan

BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi

yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



PEMERINTAH KOTA TUAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NOMOR: ••••••••••••

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAKATAS DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TUAL

Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas

nama .

Nomor : tanggal .

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:

Nomor .

Tanggal .

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Sea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor .... Tahun .... tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ..... Tahun .... Tentang Pemberian Pengurangan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA TUAL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib

Pajak:

Nama Wajib Pajak

A1amat Wajib Pajak

PERTAMA



a. BPHTB Terutang

b. Besarnya Pengurangan ( )

c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar

Rp.•............................

Rp •••••..••.•••••••.•••••...•...-

Rp...•......••.••.......•.......

Letak Objek Pajak .

Tahun BPHTB .

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:

Akta/ Risalah Lelangf Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen lainnya **):
- Nomor .

- Tanggal .

NOP .

Letak Objek .

Desa/Kel. .

Kecamatan .
Kab./Kota

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka

Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

(sebesar: ...........•..........•................................................................•............................. )

KETlGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

: a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Tidung.

KEEMPAT

Ditetapkan di .

Pada tanggal .

KEPAlA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TUAL

NiP .

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai keperluan



D. BAGAN ALIR

Pen.tapan Surat Keputus.n Pengurangan BPHTB

Uraian Fungsi Pelayanan Fungsl Pengolahan Data & InformasiWajib Pajak

1. W.a"b Pa,. ••.menlllrirnlun Sur,lt P'<enllaj••••.,' P.n&ur~n• .an

BPHTB v.ana d,lamp.rid.ncan dokumen pendukunc ~.ajuan
pe"curanp" dOl., salonan Surat lC.ftJta~n BPHTB ke~da
FIJ"ls, Pela.,.aniln.

2. FuniS; Penalllha" m.".rima dokumen pene_Juan
pe"curanp" 8PHT8. FunllS,Pena,,".n kemudlilln fTMtmbttnlUn
Tanda Tltrim:. Penlajuan PIt"I •••rOln._., BPHTB "'.pad. w"••b
Pa~k.

3. Funesi Pelayanal'l menll.rs.p dokumen pet\C;tjuan
pel'llluranpn, S.rdasark.an dOkun"Ien tarsebut, FunllS;
Peby .•na" kqfnudlan me" •• juk• ., JMlrmi"taan data t.rlullt
ob;'''' pala'" da"c.n m.ny~pkan Form PQnl:aj•.•an Data.

4. Funcsi PQlayilnat'l meneirim"'an Form Peneajuan Data
kepada Funlllli Penlolanan Data &. Informasi.

S. FunlSi P"nlolan",n Oat.a &. informasi menarima Form
Pfilneajuan Data. FuniS! Panl0lahan Data &. Informasi
"'''',"udlan manarill data tarkart obje'" pa;"k dari Oau~se
Obtek Pa;"k.

6. Funes; Penl0lahan Data & Informils; meneisi"'an Form
P."eajuan OilU denliln dat.a terkait ob;e'" JHlJak.

7. Funes; Penl0lahan Dau & Infonnas, meneirimkan Form
P."ea;uan Oau (V••nl fAillah t.arts!) kepad. Funes; PelaVanan.

8. Funlsi P",IaVanan mane"a" dan memeriksa penlaluan
peneuranpn 8PHTB berdaurto.an dau objek p<IIjakVanl tela"
diu,rima.

9. Funes; Pelavan.n rnenvoapka" Befita A~ra Poemerillsaoan
dan:
- Surat Penol a llan Pwnlajuan Pe"luranla" 8PHT8 (untuk vanl
ditolak) atau,
- Surat "'eput.unn Penlur."I ••n 8PHT8 (untull Vanl d.setu,u,).

11. FunIs! Peta .•••n." m.nl,romun Sur.t ~"olakan Penlalu.n
Pe"luranlan BPHT8 (Mli V."I ditolak) ataLl Sur.t "'eputuun
Penluranla" BPHT8(~ •• "ane dtsetuJUi) ••.•p.da Wa,ib P••••k.

12. Wajib P.j.1l menerima surat ketetapan 8PHT8 d.n
metakukan PQmbaVara" sesuai den.a" prosedur pembaVar.an
8PHT8.



- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai = P
Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan
Kemayoran Utara

Ditulis:
- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan

sebagian)
b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk

pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan
tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa

pajak tahun 1960 - 1964
: V.I No 47/465 tahun 1960 - 1964
: Petuk Pajak C. No 395 Blok n.D persil 30
: C. No. 395 Blok n.D ps.30

Ditulis
Contoh
Ditulis

Kolom 8 letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut
kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang
dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan
lantai dasar seluas 50 m2 dan lantai satu seluas 25
m2.

Kolom 11

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh

Ditulis

: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

: 100.000.000

Kolom 12

Ni/ai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan
hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa
membebankan hak tanggungan tetap dllaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke
bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)



Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi
NJOPTKPpada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1 : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada
SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp.
250.000.000

DituJis : 250.000.000

Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan
keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah
seluas 100m2 dan bangunan 25 m2 adalah sebagian
tanah atau seluas 50 m2 dan keseluruhan bangunan
seluas 25 m2. Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp.
200.000.000 (untuk 100 rrr) dan bangunan adalah Rp.
50.000.000 (untuk 25 rrr), maka :

- NJOP tanah seluas 50 m2 : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m2 : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)
dan besamya pembayaran PPh atas penghasilan dart
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data
diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)
dan besamya pembayaran BPHTB.

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang
diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau
bangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan
dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor
daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: - d.i 301/4097/11 atau

- tanggal 10 - 7 - 2011



c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan
penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dart ayah ke anak

Ditulis : ayah - anak



PEMERINTAH KOTATUAL
REGISTERSSPD BPHTB
DINAS PENDAPATAN

TAHUN ANGGARAN ••••••.•..•

Bendahara Penerimaan :

No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8

MengetahuifMenyetujui
Penggu na Angga ran

Kota Tual, tanggal .
Bendahara Penerimaan

Nama Nama

NIP . NIP .



PEMERINTAH KOTA TUAL
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD
Period

Penerimaan Penyetoran
Kode Keterangan

Nomor Tanggal No.Bukti Cara Pembayarar Rekening Uraian Jumlah Ta ngga I No. STS Jumlah
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Kas di Bendahara

- SaldoAwal

- Jumlah Penerimaan

- Jumlah yang Disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Terdiri

a. Tunai Sebesar

b. Bank Sebesar

c. Lainnya

M engeta hui/Menyetujui

Pengguna

Kota Tual, tanggal .

Bendahara

Nama .

NIP.

Nama .
NIP.



PEMERINTAH KOTA TUAL
REGISTERSTS

DINAS PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN •••••....•.

Bendahara Penerimaan =

No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Kota Tual, tanggal .
Bendahara Penerimaan

Nama . Nama .

NIP . NIP .



D. BAGAN ALIR

Prosedur Pelaporan
BPHTB

Pejabat
Pembuat Akta

Tanah
Uraian Bank yang Ditunjuk

1. Bardasarkan SSPO-BPHTB lembar 5, Bank yang
itunjuk menerbitkan Note Kredit etes penerimaan
PHTB dari Wajib Pajek,

Dari~r
2(ProsedJr
Pembayaran

BPHlB)
Bank yang DrtunJuk menyerahkan Nota Kredit

Bendahara Penerirneen.

Bardasarkan SSPO-BPHTB lembsr 6, Bank yang
Diturquk membuat Register SSPD-BPHTB .

. Bank yeng Ditunjuk membarikan SSPD-BPHTB lembar
dan Register SSPO-BPHTB ke Fungsi Pembukuan dan

Petaporan.

Sementara itu, Bendehera Penerimaan menerima
SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas penerimaan
pembayaran BPHTB secere tunei.

Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan dalam
Buku Penerimaan & Penyetoran dan rnembuat Register

SPD-BPHTB berdaearkan SSPO-BPHTB lembar 6.

Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan
Register SSPO-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-
BPt-fTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

{

KefUngsl
permukuan&
peepoeen

Sedangkan atas penertrrean Nota KrecHt dari Bank
ang ditunjuk, rreke Bendahara Penerimaan mencatat

nerimaan BPHTB dalam Buku Penerirnaan &
Penyetoran dan Register STS .

. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Buku
enerimaan den Penyetoran beserta Register STS

kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

10. PPAT menerima SSPD·BPHTB !embar 2 den
menyiapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak

tas Tanah danlatau Bangunan.

11. PPAT memberiken Laporan Penerbitan Akta
errsndahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan ke
ungsi Pembukuan & Pelaporan.

12. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen
barupa Register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lambar 6,
Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak etee Taneh

an/atau Bangunan.

tersebut, Fungsi
laporan realisasi

Bendahara Penerimaan Fungsi Pembukuan & Pelaporan

(_r6)

B

{

l<efUngsi }
pembukuan &
peaponln

o.n,..Hltdur"
(Pr.s.dur

P•••••• AklabK.,..K •..••••....
PMtWl ••••"')

'C

{

Kefungsl }
permukuan&
peepcan


